WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 93 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Menimbang

Mengingat

PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan

transparansi, tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi
parkir di tepi jalan umum perlu dilakukan secara non tunai,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 5
Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor
17 Tahun 1930 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);



s

10.

11

12,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1932
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3243);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun
2015 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7
Tahun 2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan
Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017
Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi

Jalan Umum (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor
5);

MEMUTUSKAN,
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 5

TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM



Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Blitar
Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Berita
Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 5, diubah sebagai
berikut:

1. Beberapa ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1

berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1
2.
3.

Daerah adalah Kota Blitar

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar
Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah
Walikota Blitar.

Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas
adalah Dinas Perhubungan Kota Blitar.

Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota
Blitar.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek retribusi,
penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi
serta pengawasan penyetoran.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan pribadi atau Badan.

Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah pungutan
atas retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.



10.

LE.

12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak
untuk beberapa saat dan/atau tidak ditinggalkan oleh
pengemudinya.

Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan
parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh
Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang - undangan yang berlaku.

Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan
bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan
tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan
tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali
jalan rel dan jalan kabel.

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu
lintas umum.

Tempat parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum
dalam wilayah Daerah yang diperuntukkan sebagai
tempat parkir kendaraan bermotor.

Zona Parkir adalah lokasi parkir yang pemanfaatannya
untuk parkir kendaraan umum dan difasilitasi oleh Juru
Parkir.

Kawasan Parkir adalah bagian (zona) parkir yang
jumlahnya ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota
Blitar.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data obyek dan subyek retribusi,
penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta
pengawasan penyetoran.

Juru Parkir yang selanjutnya disingkat Jukir adalah
orang yang melakukan ikatan perjanjian kerja sama

dengan Dinas untuk memberikan pelayanan parkir dan



mengatur penempatan kendaraan yang di parkir di tepi
jalan umum serta memungut retribusi kepada pengguna
jasa parkir sesuai ketentuan yang berlaku.

19. Pengawas Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas untuk mengawasi Juru Parkir pada zona masing -
masing.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disebut SKRD adalah alat untuk melakukan pemungutan
tagihan dan/atau terhadap wajib retribusi daerah.

21.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara
lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah.

22.Karcis adalah alat bukti pengganti dari SKRD yang
digunakan untuk melakukan pemungutan dan sekaligus
sebagai bukti pembayaran retribusi daerah.

23. Karcis Parkir Reguler adalah Karcis yang digunakan
untuk penagihan sekaligus sebagai bukti pembayaran
retribusi parkir di tepi jalan umum untuk parkir harian
dalam kondisi normal.

24. Karcis Parkir Insidentil adalah Karcis yang digunakan
untuk penagihan sekaligus sebagai bukti pembayaran
retribusi parkir di tepi jalan umum untuk parkir pada
kegiatan/event-event daerah dan kegiatan yang berijin
lainnya serta lokasi, waktu dan kondisi tertentu yang
ditentukan oleh Dinas Perhubungan.

25. Pembayaran Non Tunai adalah pembayaran retribusi
parkir secara online dengan menggunakan uang

elektronik, mobile banking, dan/atau sejenisnya.

2. Judul Bab VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI



3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi

sebagai berikut :

“Pasal 13

(1) Pemungutan retribusi parkir dikelola oleh Dinas.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa karcis berhologram yang
diterbitkan oleh Dinas.

(4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
a. Karcis Parkir Regular; dan
b. Karcis Parkir Insidental.

(5) Karcis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dicetak
dalam bentuk dan tanda yang dibedakan sesuai dengan
jenis kendaraan dengan ketentuan :

a. Karcis Parkir Reguler
1. karcis berukuran 21 cm x 8 cm;
2. terdapat lambang daerah kota blitar berhologram;
3. di halaman belakang terdapat daftar isian untuk
identitas diri yang dapat diisi oleh pengguna jasa
parkir tepi jalan umum; dan
4. pemberian warna khusus pada karcis disesuaikan
menurut jenis kendaraan.
b. Karcis Parkir Insidental
1. karcis berukuran 21 cm x 8 cm;
2. terdapat lambang daerah kota blitar berhologram
dan latar belakang gambar patung taman pecut;
3. di halaman belakang terdapat daftar isian untuk
identitas diri yang dapat diisi oleh pengguna jasa
parkir tepi jalan umum; dan
4. pemberian warna khusus pada karcis disesuaikan

menurut jenis kendaraan.



4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi

sebagai berikut :

“Pasal 14

(1) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir
dilaksanakan dengan:

a. pembayaran tunai secara lunas kepada Jukir; atau

b. pembayaran non tunai.

(2) pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, berlaku pada titik lokasi parkir dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. pembayaran retribusi parkir menggunakan kartu
Quick Respon Code Indonesia Standar (QRIS) atau
sejenisnya yang dikeluarkan oleh bank umum
dan/atau lembaga keuangan yang ditetapkan oleh
Walikota,;

b. pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a,
diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis
yang diberikan oleh Jukir.

(3) pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, dimasukan kedalam rekening penampungan

pendapatan retribusi parkir.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi
sebagai berikut :

“Pasal 15
(1) Penyetoran retribusi parkir secara tunai dilaksanakan
dengan cara :
a. Jukir menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi
parkir secara bruto ke Bendahara Penerimaan Dinas;
b. Bendahara Penerimaan Dinas menyetorkan seluruh
penerimaan hasil pungutan retribusi parkir
sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Rekening
Kas Umum Daerah dengan jangka waktu paling
lambat 1 x 24 jam dengan menggunakan SSRD.
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c. Dalam hal penyetoran retribusi parkir bertepatan
dengan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada
1 (satu) hari kerja setelah hari libur.

(2) Penyetoran  retribusi parkir secara non tunai
dilaksanakan dengan cara :

a. pengguna parkir membayar retribusi parkir secara
non tunai ke rekening penampungan pendapatan
retribusi parkir yang ditunjuk;

b. Bank umum dan/atau Lembaga Keuangan akan
memindahbukukan secara otomatis ke Rekening Kas

Umum Daerah pada setiap harinya.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di . Blitar
Pada Tanggal : 13 Oktober 2022
WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO
Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 13 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR
ttd.

Priyo Suhartono
BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H
NIP.1979)210 200604 1 008
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